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PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.KAG
A 7,
@j&/ ~rr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

gugat antara:

Pemohon, umur 28 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan lir, selanjutnya

disebut Penggugat;
melawan

Termohon, umur 28 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan liir, selanjutnya

disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 28
Februari 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kayuagung dengan Register Perkara Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.KAG, tanggal
02 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang akad
nikahnya di Kabupaten Ogan lir, pada hari Kamis tanggal 30 Desember
2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 110/110//2011 tanggal 03 Januari
2011;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT 03 Lingkungan Il Kelurahan
Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan lir selama lebih
kurang 06 tahun setelah itu berpisah Penggugat pulang ke rumah orang
tua Penggugat di RT 02, Lingkungan |, Kelurahan Sungai Pinang,
Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan lir, sedangkan Tergugat di

Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja;

3. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus
perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat
dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama (1)
Anak ke 1, umur 05 tahun (2) Anak ke 2, umur 01 tahun yang sekarang

berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

belum pernah bercerai;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah hidup rukun hanya 01 tahun, selebihnya serng terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

6. Bahwa, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
- Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;

- Tergugat pernah melakukan pencurian teman sekerjanya sendiri, terbukti

Tergugat pernah ditahan selama 08 bulan;

7. Bahwa, terjadinya perselisihan yang terakhir antara Penggugat dengan
Tergugat di rumah kediaman orang tua Tergugat di tanggal 18 Mei 2016,
yang erawal dari Tergugat sering keluar malam sehingga keesokan
harinya Tergugat baru pulang karena Tergugat sudah menjadi bandar
narkoba, padahal Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat
untuk berhenti mengkonsumsi narkoba akan tetapi Tergugat tidak
menghiraukan nasehat dari Penggugat maka dari itu Penggugat pergi dan

pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT 02 Lingkungan | Kelurahan
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Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan liir,
sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat, berselang 01
minggu kemudian Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat ditangkap
pihak yang erwajib karena Tergugat terbukti menjadi bandar narkoba,
selam berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah, baik nafkah lahir
maupun nafkah batin serta sampai dengan sekarang antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan sekarang sudah

berjalan selama lebih kurang 09 bulan lamanya;

8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk
mendamaikan serta memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini dengan ahrapan suatu saat rumah tangga Penggugat dan
Tergugat akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi
baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan

rumah tangga dan perceraian jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Termohon) terhadap

Penggugat (Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara
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resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan

oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali

sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos,
telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan

setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Asli salinan Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor
495/Pid.Sus/2016/PN.Kag tanggal 13 Oktober yang telah berkekuatan
hukum tetap, telah bermaterai cukup, telah dinazeglen kantor pos, telah

dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung (P.2);

Bahwa  Penggugat telah  mencukupkan  pembuktiannya  dan
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta

mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah segala hal
sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang

sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat

tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang

perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan
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Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolute competentie Pengadilan Agama

berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relass panggilan Penggugat,
Penggugat berdomisili di RT 02 Lingkungan | Kelurahan Sungai Pinang
Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Komering lir yang merupakan
yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal
73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, maka secara relative competentie perkara ini merupakan

kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama
dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki
Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan
terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara in person di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili
oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas
keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan
pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus
tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat
(1) RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan
Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan
Tergugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat menjdai bandar

narkoba sehingga Tergugat divonis pidana atas kasus narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga
Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan
Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan

Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya
jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian

maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat,

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang telah dinazegelen, dan
setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai
alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat
dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan belum pernah
bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk
bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona
standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi salinan Penetapan

Putusan dari Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 495/Pid.Susu/2016/PN.Kag

tanggal 13 Oktober 2016 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, merupakan
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akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga
harus dinyatakan telah terbukti Tergugat adalah terpidana dengan hukuman
penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 50
tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan
salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan
perceraian, sebagai bukti Pengugat cukup menyampaikan salinan Putusan
Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara yang disertai
keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti telah
mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam, dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
dilangsungkannya pernikahan dan kantor Urusan Agama Kecamatan tempat

tinggal mereka untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini;
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Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku serta hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Termohon) terhadap

Penggugat (Pemohon);

4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan Agama  Kayuagung  untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung
Raja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sungai Pinang Kabupaten Ogan llir untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami M. Syarif,
S.HIL., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai
Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.dan H. Ilvan Yuzni
Amarullah Murtadlo, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan Septi Emilia,
S.H.l sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman Abdur Rahman, S.HI.,, M.Hum. M. Syarif, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

H. Ilvan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Septi Emilia, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

Terbilang : dua ratus empat puluh satu ribu rupiah
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